
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah menjelaskan tugas dan wewenang struktur

organisasi sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 63

Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dianggap belum sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri sebagaimana

dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dilakukan

perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 63 Tahun

2019 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana teIah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah un 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah

diubah dengan beberapa kali terakhir Peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang­

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5772);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan

Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan

Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5298);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6205);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan

Kembali Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu

Tanda Pengenal Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019

ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan



1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adaJah Bupati Purwakarta.

4. Satuan Polisi Pamong Praja adaJahSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Purwakarta.

5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang­

Undang untuk melakukan penyidikan.

6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNSadalah Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BASI

KETENTUAN UMUM

Pasal ]

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 9 sehingga PasaJ1

berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 63 Tahun 2019

tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

Pasal I

PERUSAHAN ATAS PERATURAN SUPATI PURWAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEMSENTUKAN

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

TENTANGPURWAKARTASUPATIPERATURANMenetapkan

MEMUTUSKAN

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6

Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipii

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2004 Nomor 6);



(1) Sekretariat PPNS Daerah bertugas:

a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada

kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan

Daerah dan Undang-Undang;

b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan

administrasi penyidikan bagi PPNS;

d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan

Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran

Peraturan Daerah dan Undang-Undang;

e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta berdasarkan luas

Daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk di Kabupaten

Pu rwakarta;

f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;

g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan

h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada

Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

(2) Sekretariat PPNS Daerah berfungsi:

a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

BAB111

TUGAS, FUNGSI DANWEWENANG

Pasal 5

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

berikut:

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS

Daerah, adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang

tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

9. Administrasi penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan

untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.



4. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sekretariat PPNS Daerah berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja;

SABIV

SEKRETARIATPENYIDIKPEGAWAINEGERI SIPIL

3. Judul BAB IVdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS Daerah;

c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang

mendesak;

d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;

e. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

h. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan peraturan tindak pidana

ringan (tipiring) atas pelangaran Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

1. menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan

Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS Daerah dan

aparatur pemerintah lainnya; dan

J. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

PPNS Daerah.

(3) Sekretariat PPNS Daerah berwenang:

a. memerintahkan PPNS Daerah untuk melakukan penyidikan;

b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;

c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS Daerah;

d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS Daerah;

e. melakukan penilaian kinerja PPNS Daerah;

f. memberikan insentif kepada PPNS Daerah yang melaksanakan tugas

penyidikan; dan

g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati

terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS Daerah.
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Pasal II

e. Koordinator Operasional;

f. Koordinator Teknis Penyidikan;

g. Anggota.

(3) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

a. Pembina;

b. Pengarah;

c. Ketua;

d. Sekretaris;

(2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:


